PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal
11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
disusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Tahun 2013-2029, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat;

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
5160);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Pulau-Pulau Kecil Terluar;

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi
di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 86);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
123);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH

PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2013-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Barat.

Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa
Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Barat.

Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama
antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan
status hukumnya.

Zonasi adalah bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang
melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi
sumberdaya dan dayadukung serta proses-proses ekologis yang
berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
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Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang
selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang
menentukan arah penggunaan sumberdaya setiap satuan
perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan pola
ruang pada kawasan perencanaan, yang memuat kegiatan yang
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah
proses  perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota antara
ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan
manajemen, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang
ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
lingkungan wilayah atau daerah untuk jangka waktu tertentu.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat
dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama
dengan 2.000 km?2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan
ekosistemnya.

Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang
membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.

Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdaya
hayati, sumberdaya nonhayati, sumberdaya buatan, dan jasa-
jasa lingkungan.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan,
meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari
garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-
pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang
selanjutnya disingkat RSWP3K adalah rencana yang memuat
arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan
pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi
yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
yang selanjutnya disingkat RPWP3K adalah rencana yang
memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan
tanggungjawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan
keputusan di antara berbagai Lembaga/Instansi Pemerintah
mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan
pembangunan di zona yang ditetapkan.
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Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
yang selanjutnya disingkat RAPWP3K adalah tindak lanjut
rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang
memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadual untuk satu atau
beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk
melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh Instansi
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota,
dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil
pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap
kawasan perencanaan.

Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona
dan/atau 1 (satu) unit perencanaan berdasarkan arahan
pengelolaan di dalam rencana zonasi dengan memperhatikan
dayadukung lingkungan dan teknologi, yang dapat diterapkan
serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan
jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan.

Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
yang memiliki fungsi tertentu, yang ditetapkan berdasarkan
kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang
selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah, yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai,
minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah
darat.

Dayadukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah
kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Nasional-Provinsi yang selanjutnya disebut PKNp
adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu
dan memiliki pelayanan skala internasional, nasional atau
beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.



